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Abstrak
 

Memenangkan persaingan usaha adalah keingingan setiap pengusaha. Memiliki dan menjaga Rahasia

Dagang adalah salah satu cara memenangkan persaingan dan bertahan dalam persaingan di dunia usaha.

Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang mengatur dan melindungi hak Rahasia

Dagang lahir karena tuntutan WTO (World Trade Organization) yang mencakup TRIPs (Agreement on

Trade Related Aspect of Intellectual Rights - Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

untuk melindungi Rahasia Dagang dalam aktivitas perdagangan internasional. Salah satu tujuan undang-

undang ini adalah menjamin kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang Rahasia Dagang. Penelitian ini

mencoba menjawab permasalahan bagaimana membuktikan sebuah informasi adalah Rahasia Dagang yang

memenuhi unsur tidak diketahui umum, bernilai ekonomi, dan dijaga sebagaimana layaknya, dalam perkara

pidana berdasarkan UU No. 30 Tahun 2000; bagaimana nilai dan kekuatan pembuktian perjanjian kerja

sebagai alat bukti dalam perkara pidana pelanggaran rahasia dagang; dan bagaimana membuktikan bahwa

perjanjian kerja yang merupakan wilayah perdata dapat dituntut pelanggarannya sebagai pelanggaran tindak

pidana. Menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana Rahasia Dagang tanpa membuktikan adanya Rahasia

Dagang, adalah menyimpang dari tujuan hukum acara pidana yang mencari kebenaran materil. Rahasia

Dagang harus dibuktikan semua unsurnya sesuai dengan Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2000, tidak dapat hanya

dengan mendengarkan keterangan ahli mengindentifikasi melalui sebuah alat bukti surat. Pembuktian

pelanggaran Rahasia Dagang memerlukan pengetahuan khusus, hakim dapat diperlengkapi dengan referensi

yang up to date maupun dengan ahli yang kompeten dan berkualitas. Hukuman pidana juga hendaknya

menjadi ultimum remidium.

......Winning business competition is what every the objective of every business person. Owning and

guarding Trade Secret is one of the ways to win and survive the competition in the business world. The Law

No. 30 of 2000 concerning Trade Secret which regulate and protect Trade Secret’s right came as a result of

the WTO’s (World Trade Organization) demands, which include TRIPs (Agreement on Trade Related

Aspect of Intellectual Rights), in order to protect Trade Secret on international trade activities. One of the

aims of the law is to ensure both owner and holder of Trade Secret, its law security. This research tries to

answer the question of how to prove an information is Trade Secret, which fulfill element unknown to

public, have economic value and preserve the way it should be, at a criminal trial based on Law No. 30 of

2000; how value and the power of working contract vindication as evidence on a criminal trial of trade

secret’s violation; and how to prove a working contract, which is not under the civil law, and therefore, its

violation can not be charged as a violation of criminal act. The objective of criminal litigation is to find a

concrete truth, therefore; it is deviating to give a verdict towards Trade Secret’s criminal act without proving

the existence of Trade Secret. Every element in Trade Secret should be able to be proven according to

Article 3 Law No. 30 of 2000, it is not sufficient to just hearing expert perform an identification through a

documentary of evidence. Proving Trade Secret violation acquires special knowledge. Judge can be
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equipped with up to date references or competent and qualified experts. Criminal punishment should also be

an ultimatum remidium.


